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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Menimbang : a

Mengingat : L.

PROVINSI SULAWESI TENGAH,

bahwa dalam rangks pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat {2)
Peraturan Menteri Agama Nemor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan ixin
operasional terhadap Madresah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;

bahwa dalam rangkn meningkatkan akses pendidikan madrasan
vang bermutu, perflu memberikan kesempatan masyarakat
melalui organisssl berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuni dengan standar nasional pendidikan;

bahwa Madrasah vang tercantum dalam Lampiran Keputusan il
telah memenuhi persyaratan administratif, teknisdan kelayakan
vang telah ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huraf a, b dan ¢ di ams, perlu menctaphan Kepuhusan Kepdla
Kanmtor Wilayah Kementerian Agama Provinsl Sulawesi Tengah
tentang Pertiberian lrin Operasional Pendirian Madrasah Alivah

Benggawi Kalupapi Kabupaten Banggai Laut.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

"Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 entang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Swandar
Nesional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomer 41, Tumbahan Lembaran Negarm Republik
Indonesia Nomor 4490) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturun Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atns Peraturin Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 34 10);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Helajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663,
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Frialuran Femenntall vomor o faliun UL enbang Fohclanann
Pendidikan (Lembmran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomar 91, Tambahan Lembsran Negara Republik  Indomesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negam Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tumbahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 494 1)

. Peraturan Pemerintah pomor |7 tehun 2010 tentang Pengelolaan

Dan Penvelenggarsan Pendidikan | lembaran Negara Republik
Indoneésia whun 2010 Nomor 23, tambahan Lembarun Negamn
Republik Indonesia Nomor 5150) sehagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nemor 66 Tahun 2010 wntang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolasan Dun Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran)
Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112, tembahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5157

Peraturan Menteri Pendidikan Nesional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasarf Madrasah
Ibtidniyah, Sckolah Menengah Pertama/Madrasah Tsapawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Alivah;

Peraturan Meriteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tenitang Standar Pelovenen Minimal Pendidilen  di
Knbupaten/Kotn schagaimana teluh diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayman Nomor 23 tmhun 2013
tentang Perubahan alas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor !5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikcan di Kabupaten f Kota;

Peraturan Mentéeri Agama Nomor 2 Tehun 2017 tentang
Penpgowns Madrnsah dan Penpgaowoas Pondidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206} sebagaimana telah diubah dengan Pemturan Menten
Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atns Peraturan
Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 wntang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama [alam pada Sckolah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peratiran Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tenusng
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
{Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2012 Nomor BS1),
Peraturan Menteri Agamia Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah [Berita Negara Republik
Indosesia Tohun 2013 Nomor 1382) sebagéimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penvelenggarann Pendidikan Madrasah (Berita Negora
Repubilik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWES! TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH BENGGAWI
KALUPAPI RABUPATEN BANGGAI LAUT

Memberikan izin operamonal  pendirisn madmsah  keopeds
Madmsah sebagaimana teroantum  dalim Lampimn  yang
merupakan baginn tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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Setelah jangks waktu 4 fempat) tuhun, Kepala Madrasah vang

bersanghutan wagih:

a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasals kepads
Kepala Kantor Heimnenterian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah pesertn didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan  standar  sirana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenuga kependidikan; dan /atau

b, Mengmukan pendaftarnn visitasi akreditasi sekolah/madrasal

kepads BAN-S/M sesunl ketentuan peraturan perundang-
undinsgan.

Balam hal perkembangan Madrasah sebagaimans dimaksud
dalam hkram KEDUA hund a dinilal memenuhi  siandsr

pelaynnan minimal penyelenggarann pendidilan dan/atau hasi)
axreditas: sebagaimana dimaksud Diktum KEEDUA honod b

mendapat  peringkat minimal €, maka izin  opermsional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATLU tetap beriaku.

Dulam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA hurel a dmilsi memenuhi  standar

pelayvanan minimal penyelenggaraan pendidikan dian/atau hasil
ukreditas! sebagaimana dimaksud Dikium KEDUA hurul b tidek

mendiapat  peringkat minimal €, maka izin  operamional
schagaimana dimaksud dolam Diktum KESATU dicabut,

Keputusan ini mulal berlaku pada tanggn! ditetaphkan,

Ditetapkan di Palu.
pucls tunpgeal, Desember 2018
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PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH BENGGAWI KALUPAPI
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIRAN IZIN OPERASIONAL

.

| Nama Madrmsah

2 | Nomor Statistik Madrasah
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MA Benepuwy Eﬁlu-;n.p:i

131372110001

3| Alnmat Modrasah

Jin. Lapungan Hols No, 01
Desa / Kelurnhan Kalupap

| Kecamatan Bangkurung
L habupaten Banggai Laut
4  Nama Organrsasi Yavasan HBenggawl Kahipapi
Penyvelenggari
5 Akte Notaris Organinasi Na. 70 Demmy Mahcndra, SH, MBA. WEn
Penvelenggara Tanggal 30 September 2016
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Urpanisasi  Penveleriggara
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